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PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR 20 TAHUN 2003
TENTANG

IZIN USAHA INDUSTRI

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa dengan  ditetapkannya  Undang-undang ~ Nomor
22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Dacrah. maka untuk
meningkatkan kelancaran pemberian Izin Industrit dipandang
perlu menetapkan peraturan perizinan di bidang Usaha
Industri;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud diatas perlu menyusun
dan menetapkan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang [zin

Usaha Industr.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat,

Mengingat 2

2. Undang-undang Nomor | Tahun 1967 tentang Penanaman
Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1.
Tambahan Lembaran Ncgara Nomor 2818), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor |1 Tahun 1970
(Lembaran Negard Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan

[ embaran Negara Nomor 2943) :

3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
" pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan

[ embaran Negara Nomor 3209).
undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar

an (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 7,
aran Negara RI Nomor 3214 )

4. Undang-
Perusaha
Tambahan Lemb

' 5 Tahun 1984 tentang Perindustri
_undang Nomor 3 | g strian
3. {[i]m,];lgfran Neeara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan
& alih

rogara Nomor 3274),
an Negard
[ embaran ! 6. Undang-undang. .
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6. Undang-undung Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil

1[[['mmm”m Negara Tahun 1995 Nomor 3264, Tambahan
.Lmhufﬂﬂ Nlﬁgilfﬂ Nomor 3611 ):

Undang'und““f:’ Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

Dacrah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, ] ambahan
L.embaran Negara Nomor 3839):

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Dacrah (l.embaran

Negara Tahun 1999 Nomor 72. Tambahan Lembaran Negard
Nomor 3849):

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang [7in
Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 29,
‘Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596):

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa

Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor
39. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838 ).

11 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 10_(1{)_ tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi scbagai
Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 ).

12. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1987 tentang
| Penyvederhanaan [zin Usaha Industri .

| | jan dan Perdagangan Nomor
Menteri Perindustrian  dal , |
]3-Kep}:1u[f;?1(cpf'9fl‘997 tentang Kriteria Industrni Kecil  dan
?1;54:&‘“111311 Kecil dilingkungan Departemen Perindustrian
erdagang
dan Perdagangal.

Menter! Perindustrian dan Perdagangan Nomor
an

14. chiﬂ”;}) Kep/10/1999  tentang Ketentuan dan Tata cara
590/ /

. 1zin Usaha Industri, lzin Perluasan dan Tanda
Pemberian 1

Daftar Industri.

.ri Dalam Negen Nomor 6 Tahun 2003
1 Mlzmlr—Pr.:*mhin;mn Penyidik Pegawar Negen Sipil di
an -
merintah Daerah.

16. chutusﬂi
rentang Pedom

[ ingkungal re

Dengan ...
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Dengan persetujuan

DEWAN PFRW 4 1 B
ERW AKIL AN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELA NG

MEMUTUSKAN:

IZIN USAHA INDUSTRI

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal |

Dalam Peraturan Dacrah in1 yang dimaksud dengan

a. Daerah adalah Kota Magclang:

b. Pemernntah Daerah adalah Pemerintah Kota Magelang:

¢. Walikota adalah Walikota Magelang.

d. Pejabat vang ditunjuk adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota L!ﬂf'l diberi
u'e-w::nang untuk menyelesaitkan masalah tata cara pemberian Izin Usaha
Industri:

Perdagangan dan Penanamar Modal adalah Dinas

e. Dinas Perindustrian _
an dan Penanaman Modal Kota Magelang:

Perindustrian Perdagang
f Industri adalah kegiatan ekonomi vang mengolah bahan mentah, bahan baku.
b C -

barane setengah jadi dan atau barang jadi rm:n_|:1df barang dengan nilar yang
I‘hl :uﬁuﬂi :ill"lll‘lk penggunaannya lermasuk kegiatan rancang bangun dan
ebih 0g )

perckayasaan industri.

dalah lapangan kegiatan yang bersangkutan dengan
ndustri.

thaan vang melakukan kegiatan dibidang usaha

IS« '
P erorangan. perusahaan. persekutuan atau badan

¢. Bidang Usaha [ndustri as
cabaneg industri atau jenis |

h Perusahaan Industri adalah k
industri vang dapat berbentuk p

hukum: | | -
{ suatu cabang industr1 vang mempunyat ciri

an dar
dalah bagian d  bersifat akhir dalam proses produksi

atau hastIn)
produk akhir dalam proses produks| merupakan

. Jenis Industri
khusus yang sama dan

alah suatu
] Komodiu Industri ;nidltll_l suat
1s1rl.

aoian dari jenis indt
bagian dari j¢ k. Perluasan. ..
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m.

(.

(1)

(3)

4)

) T

ILf[LhIhdn |l|,_']"u:..,;uhuu”
penambahan Kapasigg
produksi vang tel; I i

[zin Usaha  Indusr

perusahaan indusiy b
Rp 200.000.000 (dua
tempat usaha.

‘.lll ‘ aF - : ¥ o] e
:-jlilb >clanjuinya disebut 1U1 adalah izin mendirikan
r!:u PeTusahaan dengan nilar investasi seluruhnya diatas
‘ u' f | r_. # [
> JUa rupiah) tdak termasuk tanah dan bangunan

[anda Daftar Indystrs
‘ s e et | ,
Industri bag; pumq_::.l,}dng se¢lanjutnya disebut TDI adalah Tanda D;Hlﬂ:l'
; o¢ AN ndustri dengan nilai investasi seluruhnya sampai

dengan Rp.200.000 o
L . J d & . 2 : = . - . ;
bangunan tempat usaha- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan

[zin Perluasan ad; s L :
uluh persen ) jdqlﬁh 121N pcnambahan kapasitas produksi melebihi 30 % (tiga
P aft Kapasitas produks; yvang telah dunzinkan.

Investas: adal: i |
m .n'ahnku"aldh hmlfu modal perusahaan seluruhnya yang ditanamkan untuk

tililan:.a usaha industri tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat
us: A

Yang_dtsuhul pemilik dan/atau penguasa adalah semua pihak yang menjadi
pemihik dan/atau penguasa industri

BAB 11
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan dan pembinaan izin usaha
industri. izin perluasan dan tanda daftar industn agar sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan yang berlaku.
Memberikan dasar hukum agar tercipta iklim usaha yang baik, tertib dan

aman.
Memberikan dasar hukum terhadap legalitas usaha di bidang Industri dan
kenvamanan berusaha serta mencegah terjadinya persaingan tidak sehat.

kum dalam pengawasan penggunaan Izin Usaha Industri

i ] & - du:;a_r hu .
Memberikan dengan lancar dan terkendal:.

agar pelaksanaannya berjalan

BAB 1II...

4
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- BAB I
ZIN USAHA 1INV o
SAHA INDUST RI, TANDA DAFTAR INDUSTRI

DAN 171N PERLUASAN

Pasal 3

(1) Setiap pendinan perusah
dari Rp. 200.000 000 .
bangunan lempat usaha w

aan industri dengan milar investasi seluruhnya lebih
dua ratus juta rupiah ) tdal termasuk nila tanah dan

anh memperoleh [zin Usaha Industrr (1071

“ SEllun pcr1d1;iun perusahaan indusir) dengan nilar investasi seluruhnva sampal
dulg}?” Rp. 200.000.000 - dua ratus juta rupiah ) ndak termasuk nilar tanah
an bangunan tempat usaha w anb memperoleh Tanda Daftar Industri DI )

(3) leecuullkm.] dari kewajiban untuk memperoleh [UI atau TDI adalah
perusahaan industri kecil dengan nilai investasi perusahaan seluruhnyva sampai
dengan Rp. 5.000.000.- ( lima juta rupiah) tidak termasuk nilai tanah dan
bangunan kecuali bila dikchendaki oleh perusahaan yang bersangkutan

Pasal 4

(1) Untuk usaha industri wajib [UI yang mempunvai potensi dampak pencemaran
terhadap lingkungan wajib melalur tahap Persetujuan Prinsip dan untuk usaha
industri wapib Ul yang udak mempunyvar potensi dampak pencemaran
lingkungan tidak melalui tahap Persetujuan Prinsip.

(2) Persctujuan Prinsip diberikan Kepada Perusahaan Industri untuk langsung
dapat melakukan perstapan — persiapan dan usaha pembangunan. pengadaan.
pemasangan instalasi peralatan dan lain—lain yang diperlukan

(3) Persetujuan Prinsip bukan merupakan 1zin untuk melakukan  produks:
komersial.

(4) 1UI vang Melalui Tahap Persctujuan Prinsip dibenkan Kepada Perusahaan
Industri vang telah memenuht ketentuan perundang—undangan vang berlaku
seperti antara lain Izin LoKast. Undang -undang Gangguan atau  \nalisis

P » ’ ; ! n: : Yonoe | L 'YLy
Mengenai Dampak | inghungan L\MI),\I.!,][ paya Pengelolaan Lingkungan
(UKL). Upava Pemantaudn Lingkungan (UPL) dan telah selesar membangun

pabnk dan sarana produksi serta telah siap berproduks

mndustrt dalam kelompok industri Kecil sebagaimana dimaksud

'3} Perusahaan T -
S ) dan (3) antuk memperoleh TDE ndak diperlukan tahap

Pasal 3 aval
persetujuan prinsip

(6) Perysahaan industri yang telah memperoleh [UTatau TDE dalam jangka wak
. Il-m m;‘u lan h:'rhll‘liﬂ‘: qular tanggal dikeluarkannya UL atau TDL wanb
3 e . - : . e :
I-] I: det:![ : 1 falam I‘?'H‘[;lr |]L‘Illr~;l]‘|u;ul sestadl Netentuan llln.Ll.I‘l:.:-l.qu.l..lll-_‘l
ICnNdartarsdn  ddie ‘ -

ane Wanth Dattar Perusahaan
Nomor 3 Tahun 1982 , tentaig |

Pal‘.‘i;ll R
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Pasal §
(1Y Setap Perusahaan Indygy;

perluasan w yang telah menmuhiki [UT atau TDI yang melakukan

h 1zin Perluasan

2y Scuap Perusaha: , _
(4) : P >ahaan Indusr, vang telah memiliki U1 melalu tahap persetujuan
Prinsip. untuk - memperole

erluasan indus h izin perluasan wapb mcnyump;}lkun rencand
F At ndustne dan memenuh, persvaratan lingkungan hidup

(3) Sectiap Perusahaan Industri

aib memperole

vang telah memiliki 1UIL tanpa melalui tahap

persctujuan prinsip. dalam melakukan perluasan wajib menvampaikan rencand
perluasan industr.

(4) Setiap perusahaan industri vang telah memiliki TDI dalam melakukan
perluasan wajib menvampaikan laporan perkembangan industri.

Pasal 6

(1) Setiap Perusahaan industn yang telah memiliki U] atau TDI vang akan
melaksanakan perluasan dalam hingkup jenis industri yang tercanium dalam
[U] atau TDI-nya diizinkan untuk menambah Kapasitas produksinya sampai
dengan 30% {li;ﬂa puluh perseratus) diatas Lup:._lsit_as prudukm vang du'jf.mtam._
tanﬁa memerlukan 1zin perluasan sepanjang Jenis industrinva terbuka bagi
Penanaman Modal.

o dustr Vi -1 .miliki Ul atau TDI dapat melakukan
3 Setiap Perusahaan industn yang telah Iﬂrt..l‘ll'l'i.llllal Ul a p k%
ailnr-. ‘ cerlebih dahulu memiliki 1zin Perluasan. apabila melakukan
. an tanpa terle . - ik A
o mniz tercakup dalam lingkup jenis ndustrinva melebihr 30% (uga
A ¢ - ; e e 'y
perluasan }dl; dari Kkapasilas produksi yang telah dnzinkan. yang ham]
puluh nLthnd'[I1ﬂﬂ.;qL1dkaI1 untuk pasaran ckspor meskipun jenis industn
roduksinya diman: 2 Modal.
Ferachul dinvatakan tertutup hagl penanama
industr1  yang melaksanakan  perluasan :u:b;l?;_:mmanu
(3) Seuap Perusahaan (2) P.;q-ll iﬁi wa)ib memberitahukan secara tertulis tentang
dimaksud pada ui dtn\.."ﬂ 5chhu“ﬂll akibat dart kegiatan pcrlzims{:::u 1_&:11111111:1-1
: G = | <1 kepad: ‘ola at:
kenatkan produ hl;'hu!aﬂ sejak dimulainya produksi kepada Avalike
3 1171 S
lambatnya 6 (¢nafl
pejabat yang ditunjuk.
Pasal 7
[ dan |zin Perluasan diatur lebih lanjut melalus
1, TD1 a4
lata cara permohonan UL
Keputusan Walikota.

BABIV....

6
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BAB IV
MASA BERLAKU

Pasal 8
(1) Ul dan TDI berlaku sela

sndalank | ma Perusahaan Industri vang bersangkutan masih
menjalankan kegiatan usah

a industr

2) 1UI df{“ IDI sebagaimana dimaksud avat (1) Pasal im1 wajb melakukan
pendaltaran ulang setiap 5 (lima) tahun sckali

(3) Pendaltaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diajukan
sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya izin

(4) IUI untuk Perusahaan Penanaman Modal Asing masa berlakunya diberikan
sesual dengan Ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada avat (2) Pasal i adalah pengajuan
permohonan [Ul atau TDI baru selama perusahaan masih menjalankan
usahanva.

BAB Y
SANKSI
Pasal 9
(1) Perusahaan Industri diberikan peringatan sccara tertulis apabila

a. Melakukan perluasan anpa memihikt [zin Perluasan:
b Belum melaksanakan pendattaran dalam Daftar Perusahaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 avat (6).
Tidak menyampaikan mformast industri - dan  atau  dengan  sengaja
C‘ I l - II] E: "L ‘ ‘ . = i L i L] ¥

C L
lokasi tempat usaha industri tanpa persetujuan
herwenang membenikan UL TDI atau [zin
ang baru.

d. Melakukan pemindahan
tertulis dart pejabat Mane e
Perluasan baik lokast lama maupun

.Lan dan atau pencemaran akibat Kegiatan usaha
kerusa @ ynean  hidup sekitamya yang melampaur batas

g jll::mpk;m sesual dengan peraturan perundang-

e. Menimbulkan

industrinva terhad .
baku mutu lingkungdl .

undangan yang herlaku:

ap III'I}__'l\

industr ndak sesuar dengan Ketentuan vang
, [zin Perluasan vang telah diperolehnva

(2) Peringatan
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(2) Permgatan tery)s

diberikan L
berturut-turug (e Kan Kep:

. : | " 2 kali
RO wWda perusahaan industr sebany ak 3 (tiga) kal
”:-ti" h."l'li_!‘gi

NE waktu masing-masing 1 (satu) bulan.

Pasal 10

Ul atau T TUS: -
(1) atau TDI Perusahaan industri dibekukan apabila

a. hdak melakukan perbank

| An-perbank: an al: rilaku posiul walaupun
telah mendapat peringat I ukan dan atau pertlaku

L i W . " ¥ i a ﬂ &
an scbagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
b. Sedang diperiksa dyl

am sidang Badan Peradilan karena didakwa melakukan
; adan Peradilan karena didakwa mela
pelanggaran terhad v

ap AKta Hak Cipta, Paten dan Merek.

2) Pembekui T o |

é) avat ( TI;" “”‘ l!)l h*‘_i_l' perusahaan industrr sebagaimana tercantum pada
l | d.:\““” a Pasal ini berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak
Ageal dleeluatican Il”"”‘“l’““ Pembekuan kegiatan usaha Industr.

(3) Pembekuan TUL atau TDI bag; perusahaan industri schagaimana dimaksud

ayat (1) huruf'b Pasal ini berlaku sampai dengan adanya Keputusan Peradilan
yang berkekuatan tetap.

(4) Apabila dalam masa pembekuan U] atau 1TDI perusahaan vang bersangkutan
telah melakukan perbaikan-perbaikan dan atau perilaku positif sesuar dengan
Ketentuan dalam Peraturan Daerah i, 1UI atau TDI dapat diberlakukan
kembali.

Pasal 11
1) U1 atau TDI perusahaan industri dicabut apabila :

a [UI atau TDI dikeluarkan berdasarkan Ketentuan, data-data perusahaan
industri yang tidak benar:

b Perusahaan industri yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan-perbaikan
dan tidak melakukan perilaku positif sesuar ketentuan yang berlaku:
il

¢. Perusahaan il‘ldl,.]":-[fi VAng l}ﬂrﬁllllgkllld' n IT]U|TllTri1dllkHi _I}L‘"I""' industri tdak
. Sl e - ; . : o
sesuarl denean ketentuan SN | Standart Nastonal Indonesia) w ii_]lh :

SCS L 244

wokutan melanggar Ketentuan perundang-undangan

d. Perusahaan yang bersal 2ga
cabutan Ul atau TDIL

yang memuat sanksi pen

Pencabutan [U1 atau 1Dl dilakukan secara langsung tanpa diperlakukan
CNCe C dlc |

adanya peringatan tertulis.
3 Paiais . herwenang qntuk mencabut U atau 1 DI adalah pejabat yang
> AD dane s : :
| di'bl-:d ik IL oleh Walikota antuk menerbitkan [UT atau TD
Iberr wewenang ‘

Pasal 12

A\

E o e
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Pasal 12

(1) Pelanggaran lerhadg

ayat (6) dikenak
berlaku.

an H.I: L]fl.um”a“ dalam Pasal 3 avat (1) dan (2) serta Pasal 4
an sanksi ni . ) |
"SI pidana sesuai Ketentuan pcrundung-undﬂngan yang

BAB VI
PENG.-‘\WASAN DAN PENYIDIKAN
Pasal 13

(1) Pengawasan Perusahaan Industri dilakukan oleh Pegawai pada unit yang

menangant permohonan UL, TDI dan Izin Perluasan yang ditunjuk oleh
Pejabat yang berwenang.

(2) Pf:nyidikun terhadap pelanggar Peraturan Daerah [UI, TDI dan Izin Perluasan
dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Magelang.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 14
Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI atau TDI wayb

(1) Menyampaikan informasi industri dan atau laporan kegiatan industri secara
berkala kepada pejabat yang berwenang memberikan [Ul atau TDI.

(2) Melaksanakan upayd keseimbangan dan Kelestarian sumber daya alam serta
pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup

akibat kegiatan usaha industri.

Melaksanakan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat. bahan
baku dan bahan penolong, proses dan hasil produksinya serta keselamatan

kerja.

(3)

BAB VIII
l{l-ITENTlh-\N PERALIHAN
Pasal 15

| S E— Peraturan Daerah in1 maka Ul dan TDI yang sckarang
Dengan diberlaku ] m 1an dalam jangka waktu sclambat-lambatnya 2 (dua) tahun
. : o ; o . 'l . < i ¥ - -
ada tetap masih ber ;kun in baru sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah
agar segera mengajt |
Ini.
BAB IX...

Y
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BAB IX
RETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam p

I — : eraturan Daerah ini. sepanjang mengenai teknis
pelaksanaannya diatyr lebik turan Daerah ini, sepanjang

lanjut dengan Keputusan Walikota.

S5 | Pasal 17
EL o bLT'ﬂkun}-'.;] Peraturan Daerah ini maka peraturan yang bertentangan dengan
craturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18
Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannva dalam Lembaran Daerah Kota
Magelang.

Ditetapkan di Magelang

pada tanggal 23 Desember 2003.

WALIKOTA MAGELANG

\ Ay

H. FAHRIYANTO
Diundangkan di Magelang
pada tanggal 24 Desember 2003
SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG

Drs. /éULAEMAN HASAN

Pembina Tk |
NIP 010 171 298

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2003 NOMOR 31
Seri E No. 14

10
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PENJELASAN
ATAS
ERATURAN DAERA I KOTA MAGELANG
NOMOR 20 TAHUN 2003
TENTANG

IZIN USAHA INDUSTRI

I. PENJELASAN UMUM

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan  Dacrah  telah terjadi _pr.:ruh.uhﬁn kewenangan dalam  wujud
otonomi yang luas, nyata dan ht.:'nunggung jawab yang berarti daerah dilunlul.
kemampuannya untuk mengurus kepentingan sendiri sesual dengan potensi
serta kondisi dacrahnya.

Berdasarkan hal terscbut diatas. maka kegiatan pembangunan disektor
Industri yang merupakan bagian dari potensi ckonomi Kota Magelang sangat
perlu disiapkan dan diarahkan supaya dapat berkembang dengan baik. berdaya
guna dan berhasil guna menuju kemandirian sektor industri di daerah. Dalam
hal ini perijinan usaha dibidang perindustrian merupakan alat untuk pembinaan,
penataan, pengawasan serta penertiban kegiatan usaha industri menuju pada
tertib usaha schingga investasi discktor industri dapat berkembang  serta
sasaran-sasaran pembangunan dibidang perindustrian dapat diwujudkan.

Untuk 1tu diperlukan ketentuan, proscdur dan kewenangan vang berlaku
perlu disempurnakan, disederhanakan untuk disesuaikan dengan makna yang
yang terkandung didalam Undang-undang tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pemernintah Kota Magelang
menetgipkan Peraturan Dacrah tentang Retribusi Surat 1zin Usaha Industn, 1zin
Perluasan dan landa Daftar Perusahaan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal int memuat pengertian istilah vang
dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini,
dengan adanya pengertian istilah terscebut
dimaksudkan untuk mencegah timbulnya
salah tafsir dan salah pengertian dalam
memahami dan melaksanakan pasal-pasal
yang  bersangkutan  schingga  warga
masyarakat  maupun  aparatur  dalam
menjalankan  hak  dan  kewapban dapat
berjalan dengan lancar dan dapat dicapan
terib  admunistrast  pemungutan retribusi
daerah.

Pasal |

1]
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Pt | Bt € Industri meliputi kegiatan ekonom! yang
mengolah bahan baku. bahan setengah ,lafj'
dan atau barang jadi dengan yang lebih
tinggi untuk penggunaannya u—:rnmsulf
rancang bangun dan perckayasaan industri
kecuali kegiatan yang dilakukan sccara
insidentiil, misalnya kegiatan industri yang
tidak lebih dari 3 (tiga) bulan.

Pasal 2 s/d Pasal 14

Cukup jelas
dek [UI atau TDI yang telah dimiliki oleh
perusahaan dalam Peraturan Daerah 1ni
dianggap berlaku selama 5 (lima) tahun
sejak  diterbitkan oleh pcjabat  yang
berwenang mengeluarkan U1 atau TDI,
sechingga apabila Ul atau TDI telah
berlaku 5 (lima) tahun atau lebth, maka
perusahaan  yang bersangkutan  wajib
segera memperbaharui  sesuat  dengan
Peraturan Daerah ini. dan apabila setelah
Peraturan Daerah ini ditetapkan belum
mencapai masa S5 (hima) tahun sejak
diterbitkan masih dianggap berlaku sampai
kemudian setelah itu perusahaan wajib
memperbaharut sesuai dengan Peraturan
Daerah 1.
Pasal 16 s/d 18 - Cukup Jelas
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